
 
 

 
BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

 
PERATURAN BUPATI BANGLI 

NOMOR 16 TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING 

DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGLI, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas 

pengelolaan anggaran daerah dalam pemberian hibah dan 

bantuan sosial oleh pemerintah daerah kepada semua 
pihak sehingga pelaksanaannya dapat 

dipertanggungjawabkan; 
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sudah 

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum 
saat ini, sehingga perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7153); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 



 
 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7153); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6871); 

3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7010); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
7. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah 

Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 22); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG TATA 
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata 

Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 22), diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 (tujuh) angka yakni angka 28, angka 29, 

angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 34, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 



 
 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.  
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.  

3. Bupati adalah Bupati Bangli.  
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.  
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.  

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.  
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah.  

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.  

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah kepala PD pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum Daerah.  
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

PPKD yang bertindak sebagai BUD.  
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 

pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi 

BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.  
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan 
dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh 
pengguna anggaran.  

13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan.  

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 
adalahbadan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh Daerah.  

15. Hibah adalah pemberian uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah 
Daerah kepada pemerintah pusat atau lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik 
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.  

16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, 
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.  

17. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak 
dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau 
bencana alam yang jika tidak diberikan akan semakin terpuruk dan 

tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.  



 
 

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 

adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara 
Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.  

19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah 
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara 
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, 

kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.  
20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan 
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasar atas asas kekeluargaan.  

21. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan 
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, 

serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang ada di Daerah.  

22. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari 
APBD yang diberikan kepada pemerintah daerah lain, Pemerintah 

Provinsi Bali dan/atau provinsi lainnya dan/atau desa di wilayah 
Daerah.  

23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD.  

24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun.  
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.  

26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun.  
27. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

28. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah Palang 

Merah Kabupaten Bangli. 
29. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI 

adalah organisasi yang menghimpun seluruh pegawai di Daerah, 
termasuk ASN, pegawai BUMD,  untuk meningkatkan profesionalisme 

dan kesejahteraan.  
30. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB 

adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh 
Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan 
memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. 

31. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat 
PKK adalah satu lembaga kemasyarakatan yang mewadahi partisipasi 

masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang 
yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.  

32. Wanita Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat WHDI 
adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Daerah yang anggotanya 



 
 

ditentukan atas dasar keyakinan beragama berasaskan panca sradha 

dengan tiga kerangka dasar agama hindu yaitu tatwa, susila, dan 
upacara. 

33. Gabungan Organisasi Wanita yang selanjutnya disingkat GOW 
merupakan organisasi payung yang menghimpun berbagai organisasi 

wanita di Daerah, baik organisasi profesi maupun organisasi istri 
pegawai negeri, seperti Bhayangkari (istri kepolisian), Persit (istri TNI), 
Dharma Wanita Persatuan, Ikatan Bidan Indonesia, IWAPI (pengusaha 

perempuan), dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan 
kapasitas perempuan agar lebih berdaya dan sejahtera, serta 

memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat secara 
luas. 

34. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka 
untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

 
Pasal 4 

 
(1) Bupati dapat memberikan Hibah kepada:  

a. pemerintah pusat;  

b. pemerintah daerah lainnya;  
c. BUMN;  

d. BUMD;  
e. badan, lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia; 

dan  
f. Partai Politik.  

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang, 

barang, dan/atau jasa.  
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan 
wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi 

kriteria, yaitu:  

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;  
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan sesuai kemampuan 

Keuangan Daerah;  
c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kepada subjek 

yang sama, kecuali kepada:  
1. pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan 

fungsi pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih 

pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja 
negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;  
2. badan dan lembaga desa adat yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

3. badan dan lembaga majelis desa adat yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

4. Partai Politik;  
5. komite olahraga nasional indonesia di Daerah; 

6. PMI; 
7. KORPRI; 



 
 

8. FKUB; 

9. PKK; 
10. WHDI;   

11. GOW;  
12. Gerakan Pramuka; dan/atau 
13. ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.  

d. memberi nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam 
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan; dan  
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.  

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

 
 
Ditetapkan di Bangli 

pada tanggal 7 September 2026 
 

BUPATI BANGLI, 
 

       ttd 
 

SANG NYOMAN SEDANA ARTA 

 
Diundangkan di Bangli 

pada tanggal 7 September 2026 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI, 
 
 ttd 

 
DEWA BAGUS RIANA PUTRA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026 NOMOR 16. 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI 

 

   

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH 

PEMBINA (IV/a) 

NIP. 197907202005012013 

 


